BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a.bahwa mempedomani Pasal 8 Peraturap Dalam Negeri
‘ Rencana Kerja

» i masih-dalam

asil Pilkada

program, kegiatan dan

1L

2022 mengacu pada arah
nokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD

gfam prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD

wapupateri/kota; evaluasi capaian kinerja RPJMD periode
ebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020 dan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020; dan visi, misi, dan program kepala daerah
terpilih;

b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Tahun 2022, agar dokumen perencanaan daerah
periode 1 (satu) tahun dapat berjalan berkesinambungan searah
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD)
Kabupaten Jember Tahun 2005-2025, perlu mengatur dan
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.




Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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12.

13.

16.
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Normor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembdran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

ahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian; Pelaksanaan
Rencana Pembangunan

Indonesia Tahu

donesia Nomor 4833);
faturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6178},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penge

Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nome ahi | Laporan-Dan

Evaluasi Penyelengg (Lembaran

) Nomor 52, Tambahan
estd Nomor 6323);

29 Tahun 2014 tentang Sistem

as Kinefja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

rahun 2014 Nomor 80);

peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-

Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru,

Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024;
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Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun-2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nof
Klasifikasi, Kodefikasi : ,

faturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP} Tahun 2022;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2012
tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 teritang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerali™ Kabupaten
Jember Tahun 2005-2025 (Lembaran Dagral
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan

Jember Nomor 4} ;

aten Jember

Kabupaten

;w 2016 tentang
epah (Lembaran Daerah

6 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Peraturan Daera

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Jember.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.



RKPD Kabupaten

(1)

Bupati adalah Bupati Jember.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Tahunan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen
Perencanaan Kabupaten Jember Tahun 2021.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember selaku

pengguna anggaran/barang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sel
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Be€lanja Daerah

Kabupaten Jember.

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 dan Visi misi Bupati
dan Wakil Bupati Jember terpilih, berisi program prioritas yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan
pembiayaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun sumber

pendanaan lain yang sah.



(2) Susunan dan sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB 11 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP
(3) Uraian dan rincian RKPD Kabupaten Jember—Sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum ampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisa faturan Bupati

ncana Kerja Perangkat Daerah (Renja

yusun Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran
entara APBD (KUA/PPAS) Tahun 2022; dan
c. untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran

2022 bahwa :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menggunakan RKPD
Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan
kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan

b. PD menggunakan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2022 dalam
melakukan pembahasan RKA PD dengan DPRD.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember it
pada tanggal & Oltober 202 l/’//

BUPATI JEMBER,
/

Diundangkan di JembM
pada tanggal & OF

PeMbin& Utama Muda
P. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 7%





